
1~ERA'TlJ'RANDAERAH KABUPATEN KUTAI TlMUR

PERA~rURAN DAERAH K.;\BUPATEN KUT1\I TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTAi\IG

PERUBAHAN AT AS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 T AHUN 2001
TENTANG PEl\~BENTUKAN 0"':":)"""".I. ~.~~ .• -.~ ;-._ ~ ... ~. \-';' - .. _., R ( \l",,' • J"~lc...\!~1.,,.;\.:"-! I i..l.·).:, 1, ~.:.~h •. t ••.'

DINAS PENDIDIKAN KABUPAl'EN KU'l'AI 'i'lIyllJR

T)ENGl\N RAHMAT TUI-I.l\N YANG ~1AHf\ ES; ...

BUPATI KUTAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan nasional dan daerah dibidang

pendidikan telah mengalami perubahan sehingga dianggap perlu untuk

tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pcndidikan Kabupaten Kutai Tirnur :
..'

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

Nomor 8 Tabun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pendidikan Kabupatcn Kutai .Iimur ;

Mengingat • 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas•

J 'ndanz undanu Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok,_.. ~,.. -.; - .6~

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3890);
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2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten .Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
•

Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6892) ~

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pernbangunan

Nasional (pROPENAS) Tahun 2000-2004 (perlu dilihat Propenas

2005 -2009) ~

...._ 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(}03 Nornor

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

). Undang-Undang Nomor 10 'rabun 2004 tentang Pembcntukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Rcpublik

Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N(.)i110r 44J7~)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

:005 tcntaag Pcnerapan I'eraturan Perncrintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lemb aran Ncuara Rr. .nublik :r:d,",nl~·~:t ·=-:..l!"'\'·~ '"Ji,·Or...... , .....uJ i~ ",-wl _I , ""~. _ • JII'\.. • '4 ..... ,- • f ,"", '." • • 41.'" _.&,j.. _,_ .J..... _ ..

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548.} :

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
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8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
•

9. Peraturan Pemerintah' Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan

Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;

10. Pcraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar

Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOIT.tor 3460);

,~

11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar

S..'~~,l:uli(Lernbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461) ;

12. Pcraturan Pemerintah Nomor 38 'faht'l1

Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

NOlTIOr 68, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor

3484);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 'rabun 1992 ten tang Peran scrta

Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 69, Tambahan Lernbaran

Negara Republik. Indonesia Nomor 3485);

,~ 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pcngangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara

Rcpublik Indonesia Tahun 1994 NOlTIOr 21. Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tcntang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Ncgara

Republik Indonesia Nomor 3547);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor

91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
•

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

Pcgawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ~

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 .tentang Pedoman

Organisasi Pcrangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4262) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pcndidikan (Lcrnbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Dengan Persetujuan Bcrsama

DEWAN PERW AKILAN RAKY AT DAERAH
KABUPATEN KUT AI TlMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TI!\,lDk I'~Ol\-~f)l~r,g
TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN

"ri\"r;\ KER.]~\ DINAS PENDIDIKl\.N KARI]t' ATEN KUTAI TIMUR.
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Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kutai Timur Nornor 08 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran

Daerah Kabupaten Kutai Timur Tabun 2001 Nomor 08) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;

b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;

c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur;

d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur ;

e. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Tirnur ;

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ;

g. '~"a.~:!JKepala Dines adalah Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Tirnur ;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pcndidikan Kabupaten Kutai Timur ;

i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

"

~"

2. Ketentuan Pasal5 diubah sehingga berbunyi scbagai bcrikut :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan

mempunyai fungsi sebagai :

a. Perumus dan perencana kebijakan-kebijakan teknis bidang pcndidikan di Kabupaten

Kutai Timur melalui pembinaan umum dan khusus serta pemberian bimbingan sesuai

dengan kctcntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

h. Penanggungjawab Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan

menengah serta membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi di kabupaten Kutai

Timur ;

c. Pengawas dan pcngcndali teknis penyelenggaraan Pcndidikan baik pendidikan formal

maupun non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

bcrlaku ;

d. Pembinaan dan bimbingan terhadap lingkup Dinas Pendidikan;

e. Pengelolaan Tata Usaha Dinas Pendidikan.
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3.. Ketentuan Pasal6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 terdiri dari :
•

a. Kepala Dinas ;

b. Wakil Kepala Dinas ;

c. Bagian Tata Usaha;

d. Sub Dinas Pendidikan Dasar ;

e. Sub Dinas Pendidikan Lanjutan Menengah ;

f. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Partisipasi Masyarakat ;

g. Sub Dinas Sarana dan Prasarana pendidikan ;

h. Sub Dinas Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
•.

a. Sub Bagian Perencanaan dan basis data;

b. Sub Bagian Umwn dan Perlengkapan ;

c. Sub Bagian Keuangan ;

d. Sub Bagian Kepegawaian.

(3) Sub Dinas Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi

a. Seksi Pcnyclenggaraan, Kurikulwn dan Evaluasi ;

b. Seksi Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;

c. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertarna.

(4) Sub Dinas Pendidikan Lanjutan dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e membawahi :

a. Seksi Penyelenggaraan, Kurikulum dan Evaluasi ;

b. Seksi Pendidikan Menengah Umum;

c. Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan.

(5) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan partisipasi Masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi :

a. Seksi Bina Program dan Kesetaraan ;

b. Seksi Pendidikan Masyarakat;

c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

(6) Sub Dinas Sarana dan Prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf gmembawahi :

a. Seksi Pengadaan Prasarana Pendidikan ;
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h. Seksi Pengadaan Sarana Pembelajaran dan Perpustakaan ;
•

c. Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan.

(7) Sub Dinas Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, membawahi :

a. Seksi Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ;

b. Seksi Sertifikasi dan Kompetensi Guru ;

c. Seksi Kepelatihan dan Pengembangan Profesi.

(8) Unit Pelaksanan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat

diadakan berdasarkan kebutuhan yang pengaturarmya dengan Peraturan dan/atau

Keputusan Bupati.

(9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diadakan

berdasarkan kebutuhan yang penyalurannnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(10) Bagan organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini _

KETENTUANPENUTUP

Pasal2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 7 Mei 7

KUTAI

H. AWANG FAROEK ISHAK
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